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RINGKASAN

Neysa Amanda Sabella. Desember 2025. HUKUM ACARA MILITER DALAM
MENANGANI KASUS DESERSI. Skripsi, Program Sarjana Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Ibu
Surjasni, S.H, M.H.

Menjaga profesionalisme, ketertiban, dan kesiapan operasional di dalam Tentara
Nasional Indonesia (TNI) sangat bergantung pada penegakan disiplin militer.
Anggota TNI tunduk pada sistem hukum militer yang memiliki karakteristik
hierarkis dan disiplin, meskipun secara umum mereka juga tunduk pada hukum
nasional dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Komandan Unit sebagai Atasan
Yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer, Oditurat Militer, dan
Pengadilan Militer hanyalah beberapa dari organisasi penegak hukum militer
dengan tingkat wewenang yang berbeda-beda yang menangani pelanggaran disiplin
militer dalam praktiknya. Kejelasan hubungan antara otoritas, kemungkinan konflik
kepentingan, dan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi prajurit, terutama
dalam kasus pelanggaran serius seperti desersi ketika keberadaan prajurit tidak
diketahui merupakan beberapa isu hukum yang timbul dari situasi ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif deskriptif-analitis. Pendekatan
hukum dan pendekatan konseptual merupakan dua metode yang digunakan. Untuk
menanggapi kekhawatiran mengenai hubungan antara kewenangan petugas
penegak hukum militer dan legitimasi prosedur hukum militer dalam menangani
pelanggaran disiplin, khususnya desersi, analisis dilakukan dengan meninjau bahan
hukum primer berupa undang-undang dan peraturan yang mengatur keadilan dan
disiplin militer, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan pendapat
ahli.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: Pertama, menganalisis hubungan antara
Ankum, Polisi Militer, Oditurat Militer, dan Pengadilan Militer. Kedua, penelitian
ini akan menyelidiki mekanisme dan legitimasi prosedur hukum militer dalam
menangani prajurit TNI yang keberadaannya tidak diketahui (desersi), termasuk
penggunaan sidang in absentia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Ankum memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan awal dan
menerapkan sanksi disiplin terhadap bawahan, memainkan peran krusial
dalam menjaga disiplin militer sebagai wujud dari prinsip kesatuan
komando. Namun, wewenang ini dibatasi, karena tindakan yang memenuhi
syarat sebagai pelanggaran pidana militer harus diserahkan kepada
organisasi penegak hukum militer lainnya. Oditurat Militer memiliki
wewenang untuk menuntut, Pengadilan Militer memutuskan perkara pidana
militer, dan Polisi Militer bertindak sebagai penyelidik yang harus
beroperasi secara imparsial dan profesional sesuai dengan prinsip legalitas.
Karena sifat fungsional dan hierarkis interaksi antara wewenang lembaga-
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lembaga ini, penting untuk menetapkan batas-batas wewenang secara jelas
guna mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

2. Penelitian ini  menemukan bahwa hukum prosedural militer
memperbolehkan pemeriksaan dan persidangan in absentia terhadap prajurit
yang keberadaannya tidak diketahui dalam kasus desertasi, asalkan
persyaratan formal, seperti panggilan resmi yang sah dan ketentuan undang-
undang mengenai jangka waktu ketidakhadiran, telah dipenuhi. Kepatuhan
terhadap aturan prosedural militer sangat penting bagi keabsahan keputusan
in absentia karena hal ini menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-
hak prajurit meskipun mereka tidak hadir selama persidangan.

Menurut penelitian ini, hukum acara militer memperbolehkan penyelidikan dan
persidangan in absentia terhadap prajurit yang keberadaannya tidak diketahui dalam
kasus desersi, asalkan persyaratan formal, seperti panggilan resmi yang sah dan
ketentuan undang-undang yang mengatur lama ketidakhadiran telah dipenuhi.
Karena menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak prajurit bahkan ketika
mereka tidak hadir selama persidangan, kepatuhan terhadap norma-norma hukum
acara militer sangat penting untuk keabsahan putusan in absentia.
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ABSTRAK

Neysa Amanda Sabella. Desember 2025. HUKUM ACARA MILITER DALAM
MENANGANI KASUS DESERSI. Skripsi, Program Sarjana Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Ibu
Surjasni, S.H, M.H.

Penegakan disiplin militer merupakan unsur penting dalam menjaga
profesionalisme, ketertiban, dan efektivitas pelaksanaan tugas Tentara Nasional
Indonesia (TNI), yang dalam praktiknya dilaksanakan melalui sistem hukum
khusus berupa hukum militer dengan karakteristik hierarkis dan disipliner.
Meskipun prajurit TNI tunduk pada hukum nasional dan asas persamaan di hadapan
hukum, penanganan pelanggaran disiplin militer melibatkan berbagai aparat
penegak hukum militer dengan kewenangan yang berbeda, seperti Komandan
Kesatuan sebagai Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer,
Oditurat Militer, dan Pengadilan Militer, sehingga menimbulkan persoalan hukum
terkait kejelasan hubungan kewenangan dan keabsahan prosedur hukum acara
militer, khususnya dalam penanganan prajurit yang tidak diketahui keberadaannya
(desersi). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat
deskriptif-analitis yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual melalui penelaahan bahan hukum primer dan sekunder.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kewenangan antar aparat
penegak hukum militer dalam penyelesaian pelanggaran disiplin militer serta
mengkaji mekanisme dan keabsahan prosedur hukum acara militer dalam
menangani perkara desersi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ankum memiliki
peran sentral dalam penegakan disiplin militer sebagai perwujudan prinsip kesatuan
komando, namun kewenangannya terbatas apabila perbuatan prajurit telah
memenuhi unsur tindak pidana militer yang harus ditangani melalui sistem
peradilan militer. Dalam perkara desersi, hukum acara militer memungkinkan
dilakukannya persidangan secara in absentia sepanjang telah memenuhi syarat
formal sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga secara normatif hukum
acara militer telah memiliki dasar hukum yang memadai, meskipun masih
diperlukan konsistensi penerapan dan kejelasan batas kewenangan agar penegakan
hukum militer berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.

Kata kunci: hukum acara, militer, desersi, pelanggaran disiplin militer.
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